PUSDIKMIN LEMDIKLAT POLRI


	MODUL
	PINJAMAN DALAM NEGERI DAN LUAR NEGERI
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	Pendahuluan 

	
	
Skim pinjaman dalam negeri memamg belum terlalu di kenal dibandingkan dengan skim pinjaman luar negeri. Padahal keduanya merupakan sumber pembiayaan yang di akui sebagaimana terdapat dalam UU nomor 1 tahun 2004 tentang pembendaharaan Negara.
       Dalam pasal 38 ayat ( 4 ) UU pembendaharaan negara di amanatkan adanya pengaturan mengenai pengadaan utang negara baik berasal dari dalam negeri maupun luar negeri melalui peraturan pemerintah.
      Pemerintah kemudian mengatur pengadaan utang dalam negeri dengan menerbitkan peraturan pemerintah no 54 tahun 2008 tentang tata cara pengadaan dan penerusan pinjaman dalam negeri oleh pemerintah. Alasan pembuatan PP ini dikarnakan pemerintah meliat potensi sumber pendanaan dari dalam negeri yang masih dapat dioptimalkan dan diharapkan dapat mendorong pertumbuhan ekonomi, mengirangi ketergantungan terhadap pinjaman luar negeri serta untuk memenuhi kebutuhan pemerintah terhadap sumber pembiayaan pembangunan, hal ini di karnakan baru pada tahun 2010 diterbitkan paraturan teknis pelaksana yaitu peraturan menteri keuangan nomor 90/PMK.08/2010 tentang tata cara pemilihan calon pemberi pinjaman dalam negeri dan peraturan menteri keuangan nomor 91/PMK.05/2010 tentang tata cara penarikan pinjaman dalam negeri dan luar negeri.
       Untuk mremberikan pemahaman dalam materi pinjaman dalam dan luar negeri maka di dalam Proses Pembelajaran ini akan dibahas materi tentang proses perencanaan,dokumen perencanaan dan proses pelaksanaan pinjaman dalam negeri dan luar negeri;
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	Standar Kompetensi

	
	Memahami tentang Pinjaman Dalam Negeri dan Luar Negeri.
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	Kompetensi  Dasar

	
	1. Memahami proses perencanaan Pinjaman Dalam Negeri dan Luar Negeri.

Indikator hasil belajar:
a. 
Menjelaskan dasar hukum, kebijakan dan pengertian / istilah pinjaman dalam negeri dan luar negeri
b. 
Menjelaskan mekanisme pengusulan rencana kebutuhan pinjaman dalam negeri dan luar negeri
2. Memahami dokumen perencanaan pinjaman dalam negeri dan luar negeri

Indikator hasil belajar:
a. 
menjelaskan jenis jenis dan pengertian dokumen perencanaan pinjaman dalam negeri dan luar negeri
b. 
menjelaskan materi yang terdapat dalam dokumen perencanaan
3. Memahami proses pelaksanaan pinjaman dalam negeri dan luar negeri;
Indikator hasil belajar:
a. 
menjelaskan alokasi pinjaman dalam negeri dan luar negeri yang trtuang dalam DIPA dan dokumen lainya
b. 
Menjelaskan proses pelelangan / tendeer sampai dengan penyusunan kontrak.
c.      Menjelaskan tugas dan tanggungjawab tim pengadaan
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	Materi  Pelajaran

	
	1. Pokok bahasan 1:
proses perencanaan Pinjaman Dalam Negeri dan Luar Negeri.
.

Sub pokok bahasan 1:
a. 
dasar hukum, kebijakan dan pengertian / istilah pinjaman dalam negeri dan luar negeri
b. 
mekanisme pengusulan rencana kebutuhan pinjaman dalam negeri dan luar negeri;

2. Pokok bahasan 2:
dokumen perencanaan pinjaman dalam negeri dan luar negeri

Sub pokok bahasan 2:
a. 
jenis jenis dan pengertian dokumen perencanaan pinjaman dalam negeri dan luar negeri;
        b. 
materi yang terdapat dalam dokumen   perencanaan
3. Pokok bahasan 3:
proses pelaksanaan pinjaman dalam negeri dan luar negeri;
Sub pokok bahasan 3:
a. 
alokasi pinjaman dalam negeri dan luar negeri yang trtuang dalam DIPA dan dokumen lainya
b. 
proses pelelangan / tendeer sampai dengan penyusunan kontrak
c. .     tugas dan tanggungjawab tim pengadaan
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	Metode Pembelajaran

	
	1. Metode ceramah. 

Metode ini digunakan untuk menyampaikan materi tentang proses perencanaan Pinjaman Dalam Negeri dan Luar Negeri, dokumen perencanaan pinjaman dalam negeri dan luar negeri serta proses pelaksanaan pinjaman dalam negeri dan luar negeri;
2. Metode tanya jawab
Metode ini digunakan untuk memperdalam pemahaman materi dan untuk mengetahui tingkat penguasaan peserta didik tentang materi proses perencanaan Pinjaman Dalam Negeri dan Luar Negeri, dokumen perencanaan pinjaman dalam negeri dan luar negeri serta proses pelaksanaan pinjaman dalam negeri dan luar negeri;
.

3. Metode brainstroming 

Metode ini digunakan untuk mengeksplore pendapat/ pemahaman peserta tentang materi proses perencanaan Pinjaman Dalam Negeri dan Luar Negeri, dokumen perencanaan pinjaman dalam negeri dan luar negeri serta proses pelaksanaan pinjaman dalam negeri dan luar negeri yang telah disampaikan pendidik.
4. Metode diskusi

Metode ini digunakan untuk memperdalam pemahaman materi dengan mengekplor berbagai ide atau gagasan dalam memecahkan suatu permasalahan yang diberikan dari proses perencanaan Pinjaman Dalam Negeri dan Luar Negeri, dokumen perencanaan pinjaman dalam negeri dan luar negeri serta proses pelaksanaan pinjaman dalam negeri dan luar negeri;
.
5. Metode penugasan

Metoda ini digunakan untuk memperdalam pemahaman materi proses perencanaan Pinjaman Dalam Negeri dan Luar Negeri, dokumen perencanaan pinjaman dalam negeri dan luar negeri serta proses pelaksanaan pinjaman dalam negeri dan luar negeri;
yang diberikan dengan memberikan tugas membuat resume        materi.
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	Alat, media, Bahan dan Sumber Belajar

	
	1. Alat, media dan bahan:
a. Laptop.
b. LCD.
c. Flip chart.
d. Whiteboard.
e. OHP.
f. Slide.
g. Kertas.

h. Spidol.
i. Penghapus.
2. Sumber belajar:
a. Perpres 16 tahun 2018 tentang pengadaan barang dan jasa pemerintah
b. PP no 10 tahun2011 tentang tata cara pengadaan pinjaman dalam negeri dan luar negeri
c. PP no 54 tahun 2008 tentang tata cara pengadaan dan penerusan pinjaman dalam negeri dan laur negeri
d. Permen PPN n0 4 tahun 2011 tentang tata cara perencanaan pengajuan usulan, penilaian pemantauan dan evaluasi kegiatan yang di biayai dari pinjaman luar negeri
e. Perkap no 10 tahun 2015 tentang pedoman dan tata cara pengadaan alat meterial khusus di lingkungan Polri
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	Kegiatan Pembelajaran

	
	1. Tahap awal : 10 menit

a. Pendidik melaksanakan apersepsi:

1) 
Perkenalan.   
2) 
Menyampaikan tujuan pembelajaran.   

3) 
Menyampaikan tugas yang harus diselesaikan peserta didik selama pembelajaran. 

b. Peserta didik menyimak, menanggapi dan melaksanakan instruksi pendidik.

2. Tahap inti : 330 menit
Tahap inti 1: penyampaian materi : 110 menit

a. Pendidik menggali pendapat peserta didik tentang pemahaman awal materi yang akan dibahas.
b. Pendidik menyampaikan materi tentang:
1) 
Memahami proses perencanaan Pinjaman Dalam Negeri dan Luar Negeri ;

       2). Memahami dokumen perencanaan pinjaman dalam       negeri dan luar negeri
                  3).   Memahami proses pelaksanaan pinjaman dalam negeri    dan luar negeri 
c. Peserta didik menyimak, mencatat hal-hal yang penting dan menanggapi materi yang disampaikan pendidik.

d. Pendidik memberikan waktu kepada peserta didik untuk bertanya tentang materi yang belum dipahami.
Tahap inti 2 : diskusi kelompok : 600 menit

a. Pendidik membentuk kelompok diskusi dan membagi persoalan diskusi.

b. Pendidik menginstruksikan peserta didik untuk melaksanakan diskusi;
c. Pendidik memfasilitasi diskusi;

d. Peserta didik melaksanakan  diskusi;
e. Peserta didik secara kelompok memaparkan hasil diskusi dan ditanggapi kelompok lain;

f. Pendidik memberikan tanggapan hasil diskusi.

3. Tahap akhir : 20 menit
a. Pendidik melakukan penguatan terhadap materi yang telah diberikan.

b. Pendidik memberikan pertanyaan kepada peserta didik mengenai materi yang telah diberikan, keterkaitan mata pelajaran dengan pelaksanaan tugas.
c. Pendidik menggali manfaat yang bisa diambil dari materi pelajaran.

d. Pendidik menyimpulkan materi, melaksanakan evaluasi dan menutup pembelajaran.
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	Tagihan / Tugas

	
	1. Peserta didik mengumpulkan hasil diskusi;
2. Peserta didik secara individu mengumpulkan hasil resume materi, sehari setelah pembelajaran selesai.
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	Lembar  Kegiatan

	
	Bahan diskusi :
1. Bagaimana  proses perencanaan Pinjaman Dalam Negeri dan Luar Negeri yang anda ketahui selama ini, jelaskan ?

2.  Bagaimana Memahami dokumen perencanaan pinjaman dalam       negeri dan luar negeri
3.    Bagaimana proses pelaksanaan pinjaman dalam negeri    dan luar negeri 
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	Bahan  Bacaan

	
	POKOK BAHASAN 1
PROSES PERENCANAAN PINJAMAN  DALAM NEGERI DAN LUAR NEGERI

1.
Proses Perencanaan Pinjaman  Dalam Negeri
a. Dasar Hukum 

    Dalam pengelolaan PDN yang dilaksanakan oleh Kementerian/ Lembaga Pemerintah, telah menggunakan beberapa peraturan perundang-undangan yang dikeluarkan oleh Pemerintah, Kementerian/Lembaga terkait dan Organisasi Polri guna dijadikan pedoman dalam pengelolaannya. Masing-masing peraturan perundang-undangan tersebut memiliki karakteristik tersendiri yang lingkup kewenangannya tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan lainnya, sehingga pengelolaan PDN dapat dilaksanakan secara transparan, profesional dan akuntabel.
a. Dikeluarkan oleh Pemerintah
1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia        Tahun1945 pasal 5 ayat
2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun
2004 tentang Keuangan Negara;
3) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2012 tentang Industri Pertahanan.
4) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2008 tentang Tata Cara Pengadaan dan  Penerusan Pinjaman Dalam Negeri (PDN) oleh Pemerintah;
5) Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2009 tentang Penggunaan  Barang/Jasa Pemerintah.
b. Dikeluarkan oleh Kementerian/Lembaga terkait
             Permen PPN/Ka Bappenas Nomor 1 Tahun 2009 tentang Tata

Cara Perencanaan, Pengajuan dan Penilaian Kegiatan yang Dibiayai dengan Pinjaman Dalam Negeri. Kebijakan Polri terkait dengan PDN, tertuang di dalam Renstra Polri Tahap I, II dan III yang implementasinya berisi tentang:
1) Pelaksanaan kerjasama dengan BUMNIS yang dituangkan dalam MoU/Letter of Intent (misalnya: kerjasama antara Polri dengan PT. DI, PT. Pindad, PT. PAL, PT. Dahana, PT. LEN, Krakatau Steel, dls.);
2) Pelaksanakan kerjasama dengan Industri Swasta Nasional (misalnya: Perusahaan galangan kapal, Industri otomotif, dls.);
3) Penginventarisasian peralatan-peralatan Polri yang diproduksi di dalam negeri (misalnya: rompi anti peluru,helm, tongkat T, tameng, senjata, rantis, dls.);
4)  Melaksanakan kajian terhadap BUMNIS dan Industri Swasta Nasional terhadap mutu dan kemampuan peralatan yang dapat diproduksi di dalam negeri, hasil kajiannya berupa:
a) Kolaborasi (kerjasama produksi), misalnya: pembangunan pesawat, rantis, dls.
b) Offset (kerjasama desain produksi)
b. Pengertian-Pengertian 

     Pengertian-pengertian yang disampaikan merupakan istilah-istilah

umum yang sering dijumpai dalam proses pengelolaan PDN yang dilaksanakan oleh Polri.Pengertian-pengertian tersebut diambil dari beberapa referensi yangterdapat di dalam Peraturan Perundang-undangan yang saat ini masih berlaku dan dijadikan pedoman dalam melaksanakan kegiatan pengelolaan PDN.
1) Pinjaman Dalam Negeri adalah setiap pinjaman oleh Pemerintah   yang diperoleh dari Pemberi Pinjaman Dalam Negeri yang harus dibayar kembali dengan persyaratan tertentu, sesuai dengan masa    berlakunya.Catatan:
a) Dasar hukum menggunakan Peraturan Pemerintah (PP) No.:54 Tahun 2008 Tentang Tata Cara Pengadaan dan Penerusan Pinjaman Dalam Negeri oleh Pemerintah.
b) PDN Berasal dari Badan Usaha Milik Negara (BUMN); Pemerintah Daerah, dan Perusahaan Daerah.
c) PDN dipergunakan untuk membiayai kegiatan dalam rangka pemberdayaan industri dalam negeri dan dan pembangunan infrastruktur untuk pelayanan umum; kegiatan investasi yang menghasilkan penerimaan.
2) Pemberi Pinjaman Dalam Negeri adalah BUMN, Pemerintah Daerah, dan Perusahaan Daerah yang memberi pinjaman kepada Pemerintah.
3) Naskah Perjanjian Pinjaman Dalam Negeri adalah naskah perjanjian atau naskah lain yang dipersamakan yang memuat kesepakatan mengenai pinjaman dalam negeri antara Pemerintah dengan Pemberi PDN.
4) Pengadaan Pinjaman Dalam Negeri adalah pengadaan pinjaman dalam mata uang rupiah yang dilakukan oleh Pemerintah, yang bersumber dari Pemerintah Daerah, Badan Usaha Milik Negara, dan Perusahaan Daerah, yang digunakan untuk membiayai Kegiatan tertentu.
5) Badan Usaha Milik Negara Industri Strategis (BUMNIS) atauBadan Usaha Milik Negara Industri Pertahanan (BUMNIP) adalah Badan Usaha/Perusahaan yang dikelola oleh Pemerintah dan bergerak di berbagai bidang usaha, khususnya dalam upaya pemenuhan Alutsista Kemhan/TNI dan Almatsus Polri.
6) Industri Swasta Nasional adalah Industri nasional yang dikelola oleh Swasta, yang produknya baik secara sendiri maupun kelompok, termasuk jasa pemeliharaaan dan perbaikan, ataspenilaian pemerintah dapat dimanfaatkan untuk kepentingan pertahanan negara.
c. Mekanisme Pengusulan Rencana  Pinjaman Dalam Negeri
 Setelah Polri mendapatkan alokasi PDN dari Kemenkeu, Polri melaksanakan proses pelelangan dan menetapkan pemenang pelalangan, selanjutnya Polri melaksanakan Kontrak Jual Beli dengan (BUMNIS/Industri Swasta Nasional) yang ditunjuk sebagai pemenang pelelangan. Mendasari Kontrak Jual Beli yang dikirimkan oleh Polri, Kemenkeu melakukan proses pelelangan calon pemberi pinjaman sampai dengan penetapan pemenang dan ditindaklanjuti dengan melaksanakan perjanjian pinjaman dengan Kemenkeu yang disebut dengan Perjanjian Pinjaman Dalam Negeri, yaitu: Perjanjian Induk yang berisi tentang: alokasi PDN, yang besarnya alokasi sesuai dengan penetapan alokasi PDN dari Kemenkeu; dan Perjanjian Realisasi Penggunaan Pinjaman Dalam Negeri yang berisi tentang: perincian alokasi per kegiatan, dilengkapi dengan rencana penarikan PDN. Perjanjian Pinjaman Dalam Negeri yang telah ditandatangani oleh Kemenkeu dan pemberi pinjaman, dikirimkan kepada Polri dan BUMNIS/Industri Swasta Nasional yang melaksanakan kegiatan guna dijadikan dasar dalam proses pembiayaan. Keterangan: Proyek PDN dapat dilaksanakan apabila dokumen kontrak dan naskah pinjaman telah ditandatangani dan dokumen lainnya telah dipenuhi.
2.  PROSES PERENCANAAN PINJAMAN LUAR NEGERI
          a       Dasar Hukum

 Dalam pengelolaan PLN yang dilaksanakan oleh Kementerian/ Lembaga Pemerintah, telah menggunakan beberapa peraturan perundang-undangan yang dikeluarkan oleh Pemerintah, Kementerian/Lembaga terkait dan Organisasi Polri, serta Lembaga Donor/Pemberi Pinjaman guna dijadikan pedoman dalam pengelolaannya. Masing-masing peraturan perundang-undangan tersebut memiliki karakteristik tersendiri yang lingkup kewenangannya tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan lainnya, sehingga pengelolaan PLN dapat dilaksanakan secara transparan, profesional dan akuntabel. 
1) Dikeluarkan oleh Pemerintah 
a) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
b) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara; 
c) Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2003 tentang Pengendalian Jumlah Kumulatif Defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah serta Jumlah Kumulatif Pinjaman Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

d) Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengadaan Pinjaman dan/atau Penerimaan Hibah Serta Penerusan Pinjaman dan/atau Hibah Luar Negeri yang direvisi menjadi Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pengadaan Pinjaman Luar Negeri Dan Penerimaan Hibah; 
e) Keppres 80 Tahun 2003 yang kemudian direvisi menjadi Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang direvisi kembali menjadi Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 54 14 | H a l a m a n Pedoman Pelaksanaan Pinjaman Luar Negeri dan Pinjaman Dalam Negeri di Lingkungan Polri Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. 
2) Dikeluarkan oleh Kementerian/Lembaga terkait 
a) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 14/PMK.08/2012 tanggal 30 Januari 2012 tentang Tata Cara Pengadaan Pembiayaan Yang Bersumber Dari Kreditor Swasta Asing;
b) Peraturan Menteri PPN/Kepala Bappenas Nomor 4 Tahun 2011 tanggal 24 Oktober 2011 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengajuan Usulan, Penilaian, Pemantauan, dan Evaluasi Kegiatan Yang Dibiayai dari Pinjaman Luar Negeri dan Hibah. 
3) Dikeluarkan oleh Polri Skep Kapolri No. Pol.:Skep/418/VIII/2007 tanggal 27 Agustus 2007 tentang Naskah Pedoma Penyelenggaraan Barang/Jasa yang Anggarannya Bersumber dari Pinjaman Luar Negeri di lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia.
4) Dikeluarkan oleh Lembaga Donor.

a) Inter Governmental Group on Indonesia (IGGI) Intergovernmental Group on Indonesia (IGGI) adalah sebuah kelompok internasional yang didirikan pada tahun 1967 oleh Belanda untuk mengkoordinasikan dana bantuan multilateral kepada Indonesia. Selain Belanda, anggota lain IGGI adalah Bank Pembangunan Asia, Dana Moneter Internasional, UNDP, Bank Dunia, Australia, Belgia, Britania Raya, Kanada, Perancis, Jerman, Italia, Jepang, Selandia Baru, Swiss dan Amerika Serikat. IGGI mengadakan pertemuan pertamanya pada 20 Februari 1967 di Amsterdam. Indonesia saat itu diwakili Sri Sultan Hamengkubuwono IX. Dari 1967 hingga 1974, IGGI mengadakan dua kali pertemuan setiap tahunnya, namun sejak 1975, pertemuan hanya diadakan sekali dalam setahun karena perkembangan ekonomi Indonesia yang membaik. Bantuan awal IGGI adalah dalam penyusunan 15 | H a l a m a n Pedoman Pelaksanaan Pinjaman Luar Negeri dan Pinjaman Dalam Negeri di Lingkungan Polri program rencana lima tahun Indonesia, Repelita I (1969- 1973) dan pendanaan 60% darinya. Pada Maret 1992, pemerintah Indonesia mengumumkan bahwa dana bantuan IGGI akan ditolak jika organisasi tersebut masih diketuai Belanda. IGGI kemudianpun digantikan Consultative Group on Indonesia (CGI). Keputusan ini juga terjadi setelah Ketua IGGI, Jan Pronk, mengecam tindakan Indonesia terhadap pembunuhan para pengunjuk rasa di Timor Timur pada tahun 1991 (Pembantaian Santa Cruz/Insiden Dili)". IGGI menjadi CGI (Consultative Group for Indonesia), CGI merupakan kelanjutan atau penyempurnaan dari organisasi sebelumnya yang bernama International Governmental Group on Indonesia (IGGI). IGGI dibentuk pada tahun 1967 dan berpusat di Den Haag (Belanda). Anggota-anggota CGI terdiri dari negara-negara bekas anggota IGGI (kecuali Belanda) dan lembaga-lembaga intemasional, yaitu Jepang, Korea Selatan, Amerika Serikat, Prancis, Jerman, Inggris, Swiss, Belgia, Denmark, Austria, Kanada, Italia, Spanyol, Finlandia, Swedia, Norwegia, Australia, Selandia Baru, World Bank, ADB, UNDP, WFP, UNFPA, WHO, FAO, UNIDO, ILO, UNESCO, UNHCR, IAEA, NIB, IFAD, IDB, UNICEF, Kuwait Fund, dan Saudi Fund.
b) Non IGGI (Negara Islam dan Lembaga/Perbankan Internasional) 
1) Asian Development Bank (ADB) Asian Development Bank, atau Bank Pembangunan Asia memberikan pinjaman dengan syarat-syarat lunak untuk membiayai pembangunan Jangka waktu pinjamannya adalah selama empat puluh tahun, termasuk masa tenggang sepuluh tahun dengan bunga satu persen per tahun. Kegiatan ADB dimulai sejak tanggal 19 Desember 1966 dan berkantor pusat di Manila, Filipina. 
2) Islamic Development Bank (IDB) Islamic Development Bank, atau Bank Pembangunan Islam didirikan pada tanggal 20 Oktober 1975. lembaga keuangan internasional ini bertujuan untuk membantu pembangunan ekonomi dan sosial bagi negara-negara anggota dan masyarakat Islam dengan cara memberikan pinjaman dengan syarat-syarat lunak. 
c) Negara/Lembaga Keuangan Internasional/Supplier (Kredit Eskpor/Kreditor Swasta Asing yang diatur dalam peraturan Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD), yaitu sebuah organisasi internasional untuk Kerja Sama dan Pembangunan Ekonomi dengan tiga puluh negara yang menerima prinsip demokrasi perwakilan dan ekonomi pasar bebas.
2. Pengertian - Pengertian

                                                                                                                                       Pengertian-pengertian yang disampaikan merupakan istilah-istilah umum yang sering dijumpai dalam proses pengelolaan PLN yang dilaksanakan oleh Kementerian/Lembaga Pemerintah. Pengertian-pengertian tersebut diambil dari beberapa referensi yang terdapat di dalam Peraturan Perundang-undangan yang saat ini masih berlaku dan dijadikan pedoman dalam melaksanakan kegiatan pengelolaan PLN. 
a. Pinjaman Luar Negeri adalah setiap pembiayaan melalui utang yang diperoleh Pemerintah dari Pemberi Pinjaman Luar Negeri yang diikat oleh suatu perjanjian pinjaman dan tidak berbentuk surat berharga negara, yang harus dibayar kembali dengan persyaratan tertentu. 
b. Pemberi Pinjaman Luar Negeri adalah kreditor yang memberikan pinjaman kepada Pemerintah. 
c. Perjanjian Pinjaman Luar Negeri adalah kesepakatan tertulis mengenai pinjaman antara Pemerintah dan Pemberi Pinjaman Luar Negeri. 
d. Perjanjian Penerusan Pinjaman Luar Negeri adalah kesepakatan tertulis antara Pemerintah dan Penerima Penerusan Pinjaman Luar Negeri untuk penerusan Pinjaman Luar Negeri. 
e. Proposal pinjaman (loan proposal) adalah surat penawaran pendanaan untuk suatu kontrak yang disampaikan oleh Bank atau Lembaga Keuangan bukan bank kepada Kementerian Keuangan yang berisi penawaran jumlah pinjaman dan  persyaratan pinjaman dan pendanaannya serta pembayarannya. 
f. Negosiasi adalah perundingan yang dilakukan antara pihak pembeli dengan pihak penjual untuk mencapai kesepakatan dalam hal tugas dan kewajiban yang mencakup ruang lingkup perjanjian tentang jenis, spesifikasi materiil, harga, waktu dan tempat pendistribusian, jaminan mutu serta ketentuan lain yang terkait dan dituangkan didalam dokumen perjanjian/kontrak. 
g. Negosiasi Inter Kementerian (Interkem) adalah negosiasi antara pihak pembeli dan penjual, dengan ketentuan sebagai berikut: 
1) Pihak pembeli, diwakili oleh Tim negosiasi interkem atas nama Polri dibentuk berdasarkan Surat Perintah Kapolri dengan anggotanya terdiri para Perwira berpangkat Pati dan Pamen yang mewakili fungsi Srena Polri, Ssarpras Polri, Baintelkam Polri, Baharkam Polri, Puslitbang Polri, Divhubinter Polri, Puskeu Polri, Satker pengguna, perwakilan Kementerian Keuangan dan perwakilan Bank Indonesia serta tenaga ahli lainnya bila diperlukan. 
2) Pihak penjual, diwakili oleh perwakilan/agen supplier di Indonesia dan/atau perwakilan perusahaan di luar negeri yang telah mendapatkan surat pelimpahan wewenang atau “Power of Attorney” dan “Security Clearance” dari Baintelkam Polri. h. Freight Forwader (FF) adalah badan usaha yang menyediakan jasa untuk menyelenggarakan pengiriman/pengangkutan barang dan menyerahkan ke alamat tujuan sebagaimana kesepakatan yang tercantum dalam perjanjian/kontrak. Badan usaha dimaksud adalah Rekanan Mitra Kerja yang ditunjuk oleh Suppllier dengan persetujuan Polri. i. Asuradur (Insurance) adalah Badan usaha jasa asuransi kerugian yang telah menyatakan kesanggupannya untuk menanggung resiko nasabahnya (tertanggung). Badan usaha dimaksud adalah Rekanan Mitra Kerja yang ditunjuk oleh Suppllier dengan persetujuan Polri. j. Konosemen (Bill of Leading/Airway Bill) adalah suatu dokumen pengangkutan (Shipping document) yang menerangkan bahwa pihak pengangkut telah menerima barang-barang untuk diangkut ke tempat tujuan yang telah ditentukan dan menyerahkannya ditempat tujuan kepada orang atau order atas syarat-syarat penyerahan yang ditentukan. k. Free on Board (FoB) adalah ketentuan syarat penyerahan, bahwa barang-barang dilimpahkan oleh penjual di atas kapal/di pelabuhan pengapalan yang disebut dalam kontrak jual beli. Resiko kehilangan dan kerusakan atas barang-barang berpindah dari penjual kepada pembeli pada saat barang melewati pagar lambung kapal. l. Cost and Freight (C & F) adalah ketentuan syarat penyerahan wajib membayar ongkos-ongkos angkut yang perlu untuk membawa barang-barang dari kontrak jual beli tersebut ke tempat tujuan yang ditentukan. Dalam hal ini resiko kehilangan dan kerusakan barang-barang termasuk kenaikan ongkos berpindah dari penjual kepada pembeli pada saat barang itu melewati pagar/lambung kapal di pelabuhan pengapalan. m. Cost Insurance and Freight (CIF) adalah ketentuan syarat penyerahan yang sama dengan C & F, tetapi dengan tambahan bahwa penjual wajib menyediakan asuransi angkutan sesuai kontrak jual beli terhadap resiko kehilangan dan kerusakan barang-barang selama dalam angkutan/perjalanan. Penjual membuat kontrak dengan perusahaan angkutan dan perusahaan pertanggungan (asuransi) dan membiayai premi asuransi atas syarat Free From Particular Average (FPA) serta atas syarat warehouse to warehouse. n. Certificate of Final Acceptance (COFA) adalah sertifikat yang dikeluarkan oleh Assarpras Kapolri a.n. Kapolri sebagai bukti resmi dan sah bahwa seluruh kewajiban pihak penjual kepada pihak pembeli telah dilaksanakan. Sertifikat ini dikeluarkan 23 | H a l a m a n Pedoman Pelaksanaan Pinjaman Luar Negeri dan Pinjaman Dalam Negeri di Lingkungan Polri atas dasar laporan dari Kasatker yang dilampiri Berita Acara setelah habis masa pemeliharaan.
      3. Mekanisme Pengusulan Rencana Kebutuhan
a. Perencanaan Pembiayaan Gambar 1 Skema Perencanaan Pembiayaan Sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, Kementerian/Lembaga Pemerintah termasuk Polri mengusulkan rencana pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana secara prioritas selama 5 (lima) tahun yang dibiayai oleh Pinjaman Luar Negeri. Usulan tersebut disahkan oleh Kapolri, selanjutnya dikirimkan kepada Menneg PPN/Kepala Bappenas dengan dilengkapi dokumen perencanaan yang dipersyaratkan, berupa: Daftar Isian Pengusulan Kegiatan (DIPK), Daftar Usulan Kegiatan (DUK)/TOR, Feasibility Study dan Dokumen Kriteria Kesiapan Kegiatan/Readiness Criteria. Dokumen perencanaan terhadap rencana kebutuhan Polri tersebut, diinventarisir dan digabungkan dengan usulan rencana kebutuhan Kementerian/Lembaga lainnya, untuk dilakukan penelitian dan pengkajian oleh Bappenas, Kemenkeu dan BI guna dijadikan dasar dalam menentukan Batas Maksimum Pinjaman Pemerintah. Setelah ditentukan Batas Maksimum Pinjaman, selanjutnya dibahas melalui Rapat Terbatas di hadapan Presiden RI, apabila usulan tersebut disetujui maka daftar kegiatan akan dimasukkan ke dalam Blue Book (Pinjaman Umum) dan Green Book (Pinjaman Khusus) untuk Polri dan TNI. Maksimum Pinjaman merupakan alat pengendali PLN yang berupa perkiraan besaran kebutuhan pembiayaan APBN melalui PLN termasuk untuk pembiayaan penerusan pinjaman yang berdasarkan proyeksi rencana penarikan pinjaman periode 3–5 tahun, selanjutnya Batas Maksimum Pinjaman dimasukkan ke dalam Kerangka RAPBN yang kemudian dimintakan persetujuan kepada DPR. Keterangan:
1) Khusus untuk alokasi PLN Polri yang telah disetujui oleh Bappenas, Kemenkeu, BI dan DPR, akan dimasukkan ke dalam DIPA Polri yang disahkan setiap tahun, dan penjabaran dari alokasi PLN tersebut, terdiri dari: alokasi Rupiah Murni Pendamping dan Pinjaman.
2) Pada awalnya, pencairan alokasi PLN Polri harus melalui persetujuan DPR, tetapi setelah ada putusan Mahkamah Konstitusi terhadap pengelolaan anggaran yang bertanda bintang, maka rekomendasi/persetujuan DPR tidak diperlukan lagi, sehingga proses pencairannya langsung melalui Kemenkeu/BI dengan melengkapi dokumen-dokumen yang dipersyaratkan. Pinjaman Kegiatan User menyusun usulan rencana kebutuhan Pinjaman Luar Negeri sesuai dengan kebutuhan riil/prioritas pada Satuan Kerjanya masing-masing dan mendasari dokumen-dokumen perencanaan Polri, berupa: Grand Strategi Polri, Renstra Polri, Renja Polri, Renstra User dan Kebijakan Pimpinan dengan melampirkan dokumen-dokumen perencanaan yang di dalamnya paling sedikit menggambarkan: Latar Belakang, Maksud dan Tujuan, Alokasi Anggaran dan Jumlah Peralatan yang dibutuhkan, Jenis Peralatan dan Spektek, serta Rencana Distribusi, selanjutnya usulan tersebut dikirimkan kepada Asrena Kapolri. Usulan rencana kebutuhan PLN hanya dilakukan oleh Satker di Tingkat Mabes Polri dengan melibatkan Satker di Tingkat Kewilayahan (pelibatan Satker di tingkat Kewilayahan hanya sebatas proses penyusunan dokumen perencanaan, spesifikasi teknis dan rencana distribusi peralatan, serta dokumendokumen lain yang dipersyaratkan). Setelah usulan beserta dokumen-dokumen perencanaan dari User dikirimkan, selanjutnya Asrena Kapolri melaksanakan Rapat Koordinasi dengan mengundang User pengusul kegiatan PLN dan dilakukan Penyeleksian usulan berdasarkan sasaran prioritas rencana kebutuhan, kebijakan Pimpinan, Perkembangan Lingkungan Strategis dan dokumen-dokumen perencanaan, kemudian usulan rencana kebutuhan tersebut diajukan kepada Wakapolri untuk dilakukan rapat terbatas dengan mengundang Satker/User pengusul kegiatan dan para pejabat di Tingkat Mabes Polri. Dalam rapat koordinasi yang dipimpin oleh Wakapolri, Asrena Kapolri memaparkan rencana kebutuhan PLN selama 5 (lima) tahun, kemudian dilakukan diskusi oleh para peserta rapat, apabila usulan PLN dan dokumen perencanaan tersebut disetujui, maka usulan kegiatan PLN akan diajukan kepada Kapolri untuk mendapatkan pengesahan untuk diteruskan kepada Menneg PPN/Kepala Bappenas. Setelah Menneg PPN/Kepala Bappenas menerima surat dari Kapolri, kemudian dilaksanakan Rapat Koordinasi dengan mengundang Polri dan instansi terkait guna membahas dan menilai usulan rencana kebutuhan dari masing-masing Kementerian/Lembaga Pembahasan dan penilaian yang dilakukan oleh Bappenas terhadap proyek PLN meliputi beberapa aspek, yaitu: 
b.   Kelayakan Teknis
1) Kesesuaian dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN); 
2) Usulan tersebut merupakan tugas, fungsi dan kewenangan instansi pengusul;
3) Kesesuaian dengan lokasi kegiatan; 
4) Kemampuan penyediaan dana pendamping. 
c.   Keselarasan dengan Perencanaan 
1) Rencana Pemanfaatan Pinjaman Luar Negeri (RPPLN); 
2) Ketersebaran kegiatan di wilayah;
3) Keterkaitan dgn instansi lain; 
4) Kinerja atas rencana pelaksanaan kegiatan. Hasil dari penilaian tersebut dituangkan ke dalam konsep Daftar Rencana Pinjaman Luar Negeri (DRPLN) yang merupakan bagian dari Daftar Rencana Pinjaman Hibah Luar Negeri-Jangka Menengah (DRPHLN-JM), selanjutnya konsep tersebut dikoordinasikan dengan Menko Perekonomian, Kemenkeu dan BI untuk mendapatkan persetujuan. DRPHLN-JM yang telah disetujui dituangkan ke dalam Daftar Rencana Hibah Luar Negeri (exercise hibah yang direncanakan biasanya jarang dilaksanakan, Polri tidak pernah merencanakan jenis hibah tersebut), Daftar Rencana Pinjaman Luar Negeri (DRPLN)/Blue Book, dan Daftar Rencana Prioritas Pinjaman Luar Negeri (DRPPLN)/Green Book. Selanjutnya DRPLN/Blue Book dilaporkan kepada Presiden dalam Rapat Kabinet Terbatas, dan apabila disetujui maka akan dikembalikan kepada Menneg PPN/Kepala Bappenas untuk ditindaklanjuti, yaitu dengan mengeluarkan rekomendasi alokasi PLN setiap tahun, yang dituangkan dalam Surat Keputusan Menteri Negara PPN/Kepala Bappenas yang sering disebut dengan istilah DRPPLN/Green Book. Keterangan: 
(1) Penjelasan terhadap implementasi DRPLN/Blue Book Gambar 5 Skema Blue Book
a) Bappenas mengirimkan DRPLN/Blue Book kepada negara/lembaga donor di luar negeri, dan apabila tertarik untuk mendanai kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Polri, maka negara/lembaga donor tersebut akan mengirimkan surat kepada Bappenas (Polri mendapatkan tembusan);
b)  Bappenas akan mengirimkan surat kepada Polri, dan menginformasikan bahwa ada negara/lembaga donor yang tertarik untuk mendanai kegiatan tersebut, selanjutnya Polri agar melengkapi dokumen-dokumen perencanaan yang dipersyaratkan, antara lain: DUK/TOR, Feasibility Study (FS), Readiness Criteria, dan dokumen lainnya untuk dikirimkan ke Bappenas (untuk memenuhi dokumen perencanaan tersebut, Polri membentuk Tim Manajemen Proyek yang bertugas 28 | H a l a m a n Pedoman Pelaksanaan Pinjaman Luar Negeri dan Pinjaman Dalam Negeri di Lingkungan Polri menyusun dokumen-dokumen administrasi yang dipersyaratkan);.
c) Dokumen yang telah dikirimkan oleh Polri, diteruskan oleh Bappenas ke negara/lembaga donor, selanjutnya lembaga donor akan melakukan koordinasi dengan Bappenas dan Polri untuk melaksanakan kegiatan penilaian (appraisal) terhadap rencana proyek yang akan digelar. 
d) Hasil appraisal dituangkan ke dalam Minutes of Meeting (MoM), dan Minutes of Discussion (MoD), selanjutnya dokumen tersebut ditandatangani oleh Bappenas, Polri dan negara/lembaga donor;.
e) Dokumen kesepakatan yang telah ditandatangani (MoM dan MoD), akan dijadikan dasar dalam melaksanakan negosiasi dan penandatangan loan agreement yang dilakukan antara Pemerintah Indonesia (diwakili oleh Kemenkeu) dengan negara/lembaga donor. Keterangan: Pola pendanaan proyek PLN yang masuk ke dalam Blue Book pada umumnya menggunakan pola pendanaan Pinjaman Lunak (Soft Loan) yang biasanya diberikan oleh negara/lembaga donor, antara lain melalui: 
a) Lembaga Keuangan Internasional, misalnya: Bank Dunia (World Bank), International Monetary Fund (IMF), Islamic Development Bank (IDB), Asian Development Bank (ADB), International Bank for Recovery and Development (IBRD), dls.
b) Negara/lembaga donor, misalnya: Korea melalui The Exim Bank of Korea, Jepang melalui Overseas Economic Cooperation Fund (OECF), Jerman melalui Kreditanstalt für Wiederaufbau (KFW)/Reconstruction Credit Institute, USA melalui United States Agency for International Development (USAID), dls. 
(2) Penjelasan terhadap DRPPLN/Green Book :
a) DRPPLN/Green Book yang menjadi bagian dari Blue Book telah ditetapkan oleh Presiden selama 5 (lima) tahun dan digunakan sebagai dasar oleh Menteri Negara PPN/Kepala Bappenas untuk merekomendasi alokasi PLN setiap tahunnya.
b) Rekomendasi PLN dari Bappenas dikirimkan kepada Kemenkeu untuk ditetapkan alokasinya oleh Menteri Keuangan. 
c) Selanjutnya penetapan alokasi dari Kemenkeu dikirimkan kepada Polri untuk ditindaklanjuti pelaksanaannya sesuai ketentuan yang berlaku.
POKOK BAHASAN II

DOKUMEN PERENCANAAN PINJAMAN DALAM NEGERI DAN LUAR NEGERI

A.  Dokumen Perencanaan Pinjaman Dalam Negeri
      1. Prinsip-Prinsip  Pinjaman Dalam Negeri
Dalam pengelolaan proyek Pinjaman Dalam Negeri harus memenuhi prinsip-prinsip: 
a. transparansi, yaitu menjamin akses atau kebebasan bagi setiap orang untuk memperoleh informasi tentang penyelenggaraan pemerintahan, yakni informasi tentang kebijakan, proses pembuatan dan pelaksanaannya, serta hasil-hasil yang dicapai.
b. akuntabilitas, akuntabilitas merupakan kewajiban dari tiaptiap individu atau penguasa yang dipercayakan untuk mengelola sumber-sumber daya publik dan yang bersangkutan dengannya untuk dapat menjawab hal-hal yang menyangkut pertanggung-jawaban fiskal, manajerial, dan program. 
c. efisien dan efektif, yaitu tidak membuang waktu, tenaga, serta menentukan cara yang tepat dari serangkaian alternatif dan pilihan untuk mencapai tujuan yang akan dicapai. d. kehati-hatian, yaitu kecermatan dan keseksamaan dalam penggunaan kemahiran profesional, serta berfikir kritis dalam menganalisa sebab akibat guna meminimalisir permasalahan yang mungkin terjadi di masa yang akan datang.
      2. Dokumen Perencanaan Pinjaman Dalam Negeri
a. Dokumen perencanaan PDN Polri, terdiri dari: 
1) Dikeluarkan oleh Pemerintah.
a) Rencana Kebutuhan Pinjaman Dalam Negeri (RKPDN) memuat rencana indikasi pemanfaatan Pinjaman Dalam Negeri dalam batas ketersediaan anggaran untuk jangka waktu yang periodenya sama dengan periode RPJMN.
b) Daftar Kegiatan Pinjaman Dalam Negeri (DKPDN) adalah daftar rencana kegiatan pembangunan yang layak dibiayai dari Pinjaman Dalam Negeri yang akan dilaksanakan oleh Kementerian/Lembaga selama 5 tahun dan akan dijadikan sebagai dasar dalam penyusunan DKPPDN.
c) Daftar Kegiatan Prioritas Pinjaman Dalam Negeri (DKPPDN) adalah daftar rencana kegiatan pembangunan prioritas yang layak dibiayai dari Pinjaman Dalam Negeri dan telah memenuhi kriteria kesiapan pelaksanaan, dokumen tersebut berisi tentang rencana kegiatan prioritas yang akan dilaksanakan oleh Kementerian/Lembaga setiap tahun.
2) Dokumen yang perlu dipenuhi oleh Polri.
a) Daftar Isian Pengusulan Rencana Kegiatan (DIPRK), yang materinya berisi tentang: 
1) Umum: Judul Kegiatan, Instansi Penanggung Jawab, Instansi Pelaksana, Durasi Pelaksanaan, Proyeksi Tahun Pertama Pelaksanaan, Lokasi Pelaksanaan Kegiatan. 
2) Pembiayaan: Nilai Pembiayaan, Rencana Pengeluaran Pembiayaan.
3) Justifikasi: Latar Belakang Kegiatan, Ruang Lingkup Kegiatan, Prioritas dalam RPJM, Sasaran, Keterkaitan dengan Kegiatan Lain. 
4) Dokumen yang Dilampirkan: Persyaratan untuk Kementerian/Lembaga, Persyaratan untuk Pemerintah Daerah, Persyaratan untuk BUMN. b) Kerangka Acuan Kerja (KAK), yang materinya berisi tentang:
a) Ruang Lingkup Kegiatan. 
b) Rencana pelaksanaan kegiatan. 
c) Manajemen dan organisasi pelaksanaan kegiatan.
d) Kebutuhan dana dan jadwal pembiayaan. 
e) Dokumen Studi Kelayakan Kegiatan (DSKK), yang materinya berisi tentang: 
(1) Latar Belakang. 
(2) Manfaat yang diharapkan.
(3)  Analisis kelayakan 
a) Kelayakan teknis; 
b) Kelayakan ekonomi;
c) Kelayakan finansial; 
d) Dampak sosial dan lingkungan; dan 
(4) Kebutuhan dana. Keterangan: Back-up Dokumen-dokumen perencanaan PDN Polri tersebut harus melampirkan KAK, DIPRK dan DSKK yang disusun dan dipenuhi oleh Satker/User pengusul kegiatan.
b. Dokumen Perencanaan Pinjaman Luar Negeri.
1) Prinsip-Prinsip Pinjaman Luar Negeri.
Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pengadaan Pinjaman Luar Negeri dan Penerimaan Hibah, Pinjaman Luar Negeri menurut jenisnya terdiri atas pinjaman tunai dan pinjaman kegiatan. Pinjaman tersebut bersumber dari kreditor multilateral, kreditor bilateral, kreditor swasta asing, dan lembaga penjamin kredit ekspor. Pelaksanaan Pinjaman Luar Negeri harus memenuhi prinsip:
a) transparan (terbuka), yaitu terdapat kebebasan aliran informasi dalam berbagai proses sehingga mudah diakses dan mudah dimengerti oleh mereka yang membutuhkan, sehingga dapat digunakan sebagai alat monitoring dan evaluasi.
b)  akuntabel, yaitu dapat dipertanggungjawabkan baik dalam bentuk tindakan, produk, keputusan dan kebijakan termasuk pula di dalamnya administrasi publik pemerintahan, dan pelaksanaan dalam lingkup peran atau posisi kerja yang mencakup di dalam mempunyai suatu kewajiban untuk melaporkan, menjelaskan dan dapat dipertanyakan bagi tiaptiap konsekuensi yang sudah dihasilkan. 
c) efisien dan efektif, yaitu tidak membuang waktu, tenaga, serta menentukan cara yang tepat dari serangkaian alternatif dan pilihan untuk mencapai tujuan yang akan dicapai; 
d) kehati-hatian, yaitu kecermatan dan keseksamaan dalam penggunaan kemahiran profesional, serta berfikir kritis dalam menganalisa sebab akibat guna meminimalisir permasalahan yang mungkin terjadi di masa yang akan datang; 
e) tidak disertai ikatan politik, yaitu negara/lembaga yang memberikan bantuan tidak boleh ikut campur dalam pemerintahan baik secara langsung maupun tidak langsung; dan f. tidak memiliki muatan yang dapat mengganggu stabilitas keamanan negara.
2) Dokumen Perencanaan Pinjaman Luar Negeri
Dokumen perencanaan PLN Polri, terdiri dari: 
a) Rencana Pemanfaatan Pinjaman Luar Negeri (RPPLN) memuat indikasi kebutuhan dan rencana penggunaan Pinjaman Luar Negeri dalam jangka menengah.
b) Daftar Rencana Pinjaman Luar Negeri Jangka Menengah, yang selanjutnya disingkat DRPLN-JM/Blue Book adalah daftar rencana kegiatan yang layak dibiayai dari Pinjaman Luar Negeri untuk periode jangka menengah.
c) Daftar Rencana Prioritas Pinjaman Luar Negeri, yang selanjutnya disingkat DRPPLN/Green Book adalah daftar rencana kegiatan yang telah memiliki indikasi pendanaan dan siap dibiayai dari Pinjaman Luar Negeri untuk jangka tahunan. 
d) Daftar Kegiatan adalah daftar rencana kegiatan yang telah tercantum di dalam DRPPLN dan siap untuk diusulkan kepada dan/atau dirundingkan dengan calon Pemberi Pinjaman Luar Negeri Keterangan: Back-up Dokumen-dokumen perencanaan PLN Polri tersebut harus melampirkan DUK/TOR, DIPK, FS, Readiness Criteria, dls. yang disusun dan dipenuhi oleh Satker/User pengusul kegiatan.
POKOK BAHASAN  III

PROSES PERENCANAAN PINJAMAN DALAM DAN LUAR NEGERI

A. Proses Pelaksanaan Pinjaman Dalam Negeri
     1.   Alokasi Pinjaman Dalam Negeri
Alokasi Anggaran dan Jumlah Peralatan yang dibutuhkan, Jenis Peralatan dan Spektek, serta Rencana Distribusi, selanjutnya usulan tersebut dikirimkan kepada Asrena Kapolri. Usulan rencana kebutuhan PDN hanya dilakukan oleh Satker di Tingkat Mabes Polri dengan melibatkan Satker di Tingkat Kewilayahan (pelibatan Satker di tingkat Kewilayahan hanya sebatas proses penyusunan dokumen perencanaan, spesifikasi teknis dan rencana distribusi peralatan, serta dokumen-dokumen lain yang dipersyaratkan). Usulan rencana kebutuhan beserta dokumen-dokumen perencanaan dari User dikirimkan kepada Asrena Kapolri, selanjutnya Asrena Kapolri melaksanakan Rapat Koordinasi dengan mengundang User pengusul kegiatan PDN dan dilakukan penyeleksian usulan berdasarkan sasaran prioritas rencana kebutuhan, kebijakan Pimpinan, Perkembangan Lingkungan Strategis dan dokumen-dokumen perencanaan. Selanjutnya usulan dari User diteruskan kepada kapolri untuk mendapatkan pengesahan, dan setelah disahkan oleh Kapolri dikirimkan kepada Bappenas untuk dilakukan penilaian, dan dalam melaksanakan kegiatan penilaian tersebut, terdapat beberapa aspek yang dicermati oleh Bappenas, antara lain: Persyaratan administrasi (pemeriksaan kelengkapan dokumen administrasi berupa DIPRK, KAK dan DSKK), Kelayakan teknik (penilaian rencana kegiatan dari unsur keteknikan dan non-keteknikan), Kelayakan ekonomi (penilaian penggunaan sumberdaya yang digunakan dengan manfaat ekonomi, sosial, dan lingkungan yang diperoleh), dan Kelayakan finansial (penilaian penggunaan sumberdaya yang digunakan dengan hasil yang diperoleh yang diperhitungkan dengan menggunakan harga pasar). Hasil dari penilaian kelayakan yang dilaksanakan oleh Bappenas kemudian dituangkan ke dalam konsep Rencana Kebutuhan Pinjaman Dalam Negeri (RKPDN), selanjutnya konsep RKPDN dimasukkan ke dalam Daftar Kegiatan Pinjaman Dalam Negeri (DKPDN) yang berisi daftar kegiatan yang akan dilaksanakan Kementerian/Lembaga selama 5 tahun, DKPDN tersebut akan dijadikan pedoman dalam menyusun Daftar Kegiatan Prioritas Pinjaman Dalam Negeri (DKPPDN) yang berisi daftar rencana kegiatan pembangunan prioritas yang layak dibiayai dari Pinjaman Dalam Negeri setiap tahun. Rekomendasi Bappenas yang tertuang dalam DKPPDN dikirimkan kepada Kemenkeu untuk ditetapkan alokasinya, setelah mendapatkan penetapan alokasi, kemudian dikirimkan kembali kepada Polri untuk ditindaklanjuti pelaksanaannya.
    2. Proses Pelelangan / Tender Dalam Negeri
Proses pelelangan mempedomani beberapa peraturan perundang-undangan baik yang diterbitkan oleh Pemerintah, antara lain: a) Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah menjadi Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. b) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2008 tentang Tata Cara Pengadaan dan Penerusan Pinjaman Dalam Negeri (PDN) oleh Pemerintah.
    3.  Tugas dan Tanggungjawab Tim Pengadaan Dalam Negeri
a. Polri: 
1) Melaksanakan kontrak jual beli dengan penyedia barang/jasa; 
2) Melaksanakan proses pengadaan peralatan/materiil sesuai dengan ketentuan (PP 54/2010 beserta perubahan); 
3) Materi dalam kontrak, berisi tentang: pihak yg menandatangani kontrak (meliputi nama, jabatan), jenis dan jumlah barang/jasa yg diperjanjikan, kewajiban para pihak yang terikat dlm kontrak, harga kontrak pekerjaan & syarat-syarat pembayaran, spesifikasi teknis secara detail/rinci, jangka waktu penyelesaian & penyerahan, garansi, pemutusan kontrak, penyelesaian perselisihan, dan jaminan pelaksanaan. 
b. Kemenkeu: 
 Kemenkeu berwenang untuk melaksanakan kontrak dengan pemberi donor, dalam hal ini Perbankan Nasional (BRI, BNI, Mandiri, Bank Jabar, dls.). Materi dalam perjanjian PDN, berisi tentang: Ketentuan umum, Materiil kontrak yang harus diserahkan, Harga kontrak, Syarat-syarat pembayaran, Penyerahan dan penerimaan, Denda dan keadaan kahar, Jaminan, Penyelesaian perselisihan, Pembatalan, Jaminan pelaksanaan, Jaminan pembayaran uang muka, Jaminan pemeliharaan, Perwakilan Tim Teknis Pembeli, Tanggal efektif kontrak dan masa berlakunya kontrak, Perpanjangan waktu.
B. Proses Pelaksanaan Pinjaman Luar Negeri
1. Alokasi Pinjaman Luar Negeri
Alokasi sesuai dengan penetapan alokasi PDN dari Kemenkeu; dan Perjanjian Realisasi Penggunaan Pinjaman Luar Negeri yang berisi tentang: perincian alokasi per kegiatan, dilengkapi dengan rencana penarikan PDN. Perjanjian Pinjaman Luar Negeri yang telah ditandatangani oleh Kemenkeu dan pemberi pinjaman, dikirimkan kepada Polri dan BUMNIS/Industri Swasta Nasional yang melaksanakan kegiatan guna dijadikan dasar dalam proses pembiayaan. Keterangan: Proyek PDN dapat dilaksanakan apabila dokumen kontrak dan naskah pinjaman telah ditandatangani dan dokumen lainnya telah dipenuhi.
2. Proses Pelelangan / Tender Luar Negeri
Proses pelelangan mempedomani beberapa peraturan perundang-undangan baik yang diterbitkan oleh Pemerintah atau Internal Polri, antara lain: 
a. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah menjadi Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. 2) Surat Keputusan Kapolri No. Pol.: Skep/418/VIII/2007 tangga 27 Agustus 2007 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pengadaan Barang/Jasa yang anggarannya bersumber dari Pinjaman Luar Negeri di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia. Keterangan: 1) Pelelangan K.E. dan KSA dilaksanakan dengan menggunakan 
b. peraturan tersebut; 2) Kedua peraturan tersebut masih dibenarkan/ dinyatakan valid oleh BPK/BPKP dan LKPP, mengapa? a) Dalam Perpres 54/2010 beserta perubahannya tidak mengatur secara jelas dan detail terhadap ketentuan Pinjaman Luar Negeri. b) Ketentuan PLN juga mempedomani ketentuanketentuan dari negara/lembaga donor.

c. Tugas dan Tanggungjawab Tim Pengadaan Luar Negeri
1) Polri: 
a) Melaksanakan kontrak jual beli dengan penyedia barang/jasa; 
b) Melaksanakan proses pengadaan peralatan/materiil sesuai dengan ketentuan (PP 54/2010 beserta perubahan); 
c) Materi dalam kontrak, berisi tentang: pihak yg menandatangani kontrak (meliputi nama, jabatan), jenis dan jumlah barang/jasa yg diperjanjikan, kewajiban   para pihak yang terikat dlm kontrak, harga kontrak pekerjaan & syarat-syarat pembayaran, spesifikasi teknis secara detail/rinci, jangka waktu penyelesaian & penyerahan, garansi, pemutusan kontrak,  penyelesaian perselisihan, dan jaminan pelaksanaan. 
2) Kemenkeu: 
a) Kemenkeu berwenang untuk melaksanakan kontrak dengan pemberi donor, dalam hal ini Perbankan Nasional (BRI, BNI, Mandiri, Bank Jabar, dls.) 
b) Materi dalam perjanjian PDN, berisi tentang: Ketentuan umum, Materiil kontrak yang harus diserahkan, Harga kontrak, Syarat-syarat pembayaran, Penyerahan dan penerimaan, Denda dan keadaan kahar, Jaminan, Penyelesaian perselisihan, Pembatalan, Jaminan pelaksanaan, Jaminan pembayaran uang muka, Jaminan pemeliharaan, Perwakilan Tim Teknis Pembeli, Tanggal efektif kontrak dan masa berlakunya kontrak, Perpanjangan waktu.
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	Rangkuman

	
	Setelah Polri mendapatkan alokasi PDN dari Kemenkeu, Polri melaksanakan proses pelelangan dan menetapkan pemenang pelalangan, selanjutnya Polri melaksanakan Kontrak Jual Beli dengan (BUMNIS/Industri Swasta Nasional) yang ditunjuk sebagai pemenang pelelangan. Mendasari Kontrak Jual Beli yang dikirimkan oleh Polri, Kemenkeu melakukan proses pelelangan calon pemberi pinjaman sampai dengan penetapan pemenang dan ditindaklanjuti dengan melaksanakan perjanjian pinjaman dengan Kemenkeu yang disebut dengan Perjanjian Pinjaman Dalam Negeri, yaitu: Perjanjian Induk yang berisi tentang: alokasi PDN, yang besarnya alokasi sesuai dengan penetapan alokasi PDN dari Kemenkeu; dan Perjanjian Realisasi Penggunaan Pinjaman Dalam Negeri yang berisi tentang: perincian alokasi per kegiatan, dilengkapi dengan rencana penarikan PDN. Perjanjian Pinjaman Dalam Negeri yang telah ditandatangani oleh Kemenkeu dan pemberi pinjaman, dikirimkan kepada Polri dan BUMNIS/Industri Swasta Nasional yang melaksanakan kegiatan guna dijadikan dasar dalam proses pembiayaan. Keterangan: Proyek PDN dapat dilaksanakan apabila dokumen kontrak dan naskah pinjaman telah ditandatangani dan dokumen lainnya telah dipenuhi.
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	Soal Latihan

	
	1. Jelaskan kebijakan kebijakan apa tentang pinjaman dalam dan luar negeri !
2. Jelaskan bagaimana mekanisme pengusulan rencana kebutuhan pinjaman luar negeri dan dalam negeri !
3. Sebutkan jenis jenis dan pengertian dokumen perencanaan pinjaman dalam negeri dan luar negeri!
4. Apa meteri yang terdapat dalam dokumen perencanaan!
5. Bagaimana alokasi pinjaman dalam negeri dan luar negeri !
6. Bagaimana proses pelelangan / tender sampai dengan penyusunan kontrak
7. Apa tugas dan tanggungjawab tim pengadaan dalam proses pinjaman dalam negeri dan luar negeri!
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